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* 1. Undang-Undang Nomor 12

KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

- bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional

yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati  tentang  Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam

Lingkungan  Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana

undang Nomor 2 Tahun 1965

egara Republik Indonesia Nomor
2730;

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahup 2011

tentang
Pembentukan Peraturan Mndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

baran Negara Republik Indonesia Nomor



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 201 ] tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

10.

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.,



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.
3.
4
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10,
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12.

13.

(1)

Dacrah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah,

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.
Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya discbut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu,

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemenntah Kabupaten Bojonegoro.
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(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan
Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sckolah Menengah
Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdini dari :

a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari -
TK Negeri Pembina Balen

b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :

TK Negeri Pembina Bojonegoro

¢. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari

Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

a.

SD Negeri Balenrejo;

SD Negeri Bulaklo;

SD Negeri Bulu I;

SD Negeri Bulu I1;

SD Negeri Kabunan;

SD Negeri Kedungbondo I1;

SD Negeri Kedungbondo 111;

SD Negeri Kedungdowo |I;

SD Negeri Kemamang;

SD Negeri Kenep (I;

- SD Negeri Lengkong;

. SD Negeri Margomulyo I;
SD Negeri Margomulyo [1;

SD Negeri Mayangkawis I

SD Negeri Mayangkawis i

. 8D Negeri Muiyoagung;

- SD Negeri Mulyorejo 1

- 8D Negeri Mulyorejo 11;

- SD Negeri Ngadiluhur I
SD Negeri Ngadiluhur 11;
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13 SD Negen Rudomukti 1
13, SD Negen Sidomukti 11
16, 8D Negernn Tambakmerak Il
17. SD Neger Tambakmerak 111,

18 SD Negen Tembeling |
Sekolah Dasar [SD) di Kecamatan Kedewan terdiri dari
SD Negen Bepn I,

SD Nepen Beyi 11,

SD Negen Ben IV,

SD Negen Hargomulvo [,
SD Negent Hargomulyo 11,
8D Negen Hargomulvo [V,
SD Negen hawengan,

SD Negen: Kedewan |

SD Negen Kedewan 11

10. SD Negeri Wonocolo I,

iI1. SD Negen Wonocolo L
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Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungadem terdin dan
! SD Negen Babad II:

2. SD Negeni Babad Ll

p SD Negen Babad [V,

SD Negeri Balongrabe;

SD Negen Dayukidul |,

SD Negen Davukidul It

SD Negen Drokiio [

3D Negen Drokilo I,

SD Negen Duwcl,
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). SD Negen Geger,
i 1. 8D Negeni Jamberejo 1
8D Neprn Jamberejo 16
13 SD Negen Jamberejo IMT;
j4  SD Negen Kedungadem |,
15 8D Negerni Kedungadem tl;
16. SD Negen Kedungrejo |
17 SD Negeri Kedungreyo 1,
18 KD Negen Kendung 1L
19, 8D Negen Kendung 11,
20, 8D Negen hendung L
21 8D Neypen Kepohhkadul |
22 8D Negen kepohkidud 11,
23 9D Nepen Kesango |
44 50 Negen Kesango 11,
23 8D Negen Megale |,
26, 8D Negen Megale 11,
27 Bl hegens Mogaic (11
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10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu,
11, Koordinator Wilayvah Kecaunatan Trucuk,

12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;

13. Koordinator Wilaynh Kecamatan Kalitidu;

14. Keordinator Wilayah Kecamatan Dander,

15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16, Koordinator Wiluynh Kecamatan Purwosan;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman,

18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan:

19. Koordinator Wilaynh Kecamatan Ngasem,

20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayuh Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;

23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan:
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten

Bojonegoro.
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Jusg @19

'ATI BOJONEGORO,

]

Diundangkan di Bojonegoro DR. Hj. ANNA MU'AWANAH
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS Dw BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.




PEMENIT, H PHOPINS) DAEHAH TINGKAT 1 JAWA TIMUH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1L JAGIR SINDDHEESME Vo TILP. BT8420, 818511, 819296

S H A li_ f\_\( A

Nomo:: P 4214207, 1/184/1 }2.[3.1/‘89 SALINAN dari swrat putusan Kepala Dinas
Lampiran : 1 (satu) dafter. Pendidikan dan Kebudayssn Daerah
Propinsi Daerah Tk.] Jowa ¥ {aur.
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAl KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR 7

MEMBACA  : Swrat Sdr. Repala Cabang Dinas P dan K Daerah Fropinei Daersh Tingkat I Jawa
Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl.4 September 1989 No,421.2 /
2330/112439,04/189 tontang usul nomerisasi 5D,

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat-
penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpree 83
kolah Dasar Negeri Inpres No.6/84 den SD Kecil Tahun 1985/1990 j

2. Bahwa berhubung dengan itu wntuk meningkatkan offisiensi dan of eictivitas—

pengelolaan tugas dibidang administrasi Sckolah Dasar Negeri (Kepegawaian

. Kouangan dan Material sorta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Di=

! nas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekclah Uasar Negeri yang
berada di Kabupaten Daarah Tingkat IT Bojonegoro.

MENGINGAT 3 1. Undang=Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

! 2o Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
: 3. Instruksi Prosidon Nomor 6 3
{ 4. Peraturan Deerah Fropinsi Daorah Tk,I Jatim Ho.6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jatim 1g1.29 Dosember 1952
‘E Nomor : B.H. 31/1619 ;

6o Surat XKeputusan Guber iar Kepala Daersh Tingket I Jatim tgl.21 Juni 19635
Homor : 299 Tahun 19f ).

: MENUTUSEKEAN
VENETAPKAN,

l"* FLOPAMA 3 ﬂ'sputnsan Kepala Dinas Pondidikan dan Kobudayaan Maerah Propinsi Daerah Tk.I
¢ Jawa Timur tentang ponetapan nama dan nomor lembage “eknlah Dasar Nezeri ¢

Kabupaten Daerah Tingkat II Bo jonegoro sebagaimana daf .. ‘wlampir,

KEDUA ¢ Kaputusan ini mulai berlaku sojak tanggal ditetapkan,
Dengan kotontuan, bahwa segala sesuatu ckan ditbah dan di~ u 30 w
bagaimana mostinya apabila dalam penctapan ini t = rat- terdapat lokeliruan,

) Ditotevkan 1 : Surzbaya |
: Fia Tanggal t 1 October 1989 ’
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“he 3 Edermur K pala Dacrah Tingkat I Jowa Tamur, Kep,Birc Keuangan di Surabaya |

- 2. Aaeanwdl D 'pd.lg:ud Propinsi Jawn Timur, upe Bidang Pandidiken Fasar 44 Surabaya k
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DaFTAR::

Lampiran Surat ieputusin Kepalsa Dinpas Pendidikan

dan Kebudagaan Da rah Propinsi Danpah Tk, 1 Jawa ‘.fimur

Tanggal

Nomor $

[ Oktober

1989

421,207,1 /184/112,04/89

Nara  Sekolah [Daear Negeri Nomor Urut
— SDHN Kecamatan Ksterangan

Lama Baru baru
Jono III 811 Temayang SD Kecil 89/90
Malingmati IIL 812 Tambakre jo 8D Kecil 89/90
Babat IV 813 Kedungadem sh Kecil 89/90
Kendung~ FH el Kedurgadem | SD Kecil 89/%0
Cayanm II 815 lgnsem | SDKoeil 89/90

Wonocolo No.4bt Yonocolo I 461, Kasiman -
Wormocolo II 816 Kasimn 8D Kecil 89/90
Siwalan 1II 817 Sugilwaras SO Kecil 89/90
Nganti IV g1e Ngraho Inpros  &/8L
Varen IX 819 Kalitidu Inpros 6/84
Mengotahul : Surabaya, 1 Oktober 1989

KEPARS SUB DINAS PENDIDIKAW DASAR
SUBSIDL / BANTUAN
\‘-. :

KEPALA DINAS P DaN K DAERAH PROPINSI
DAERIR TINGKAT T .'al'a TTMUR

Ninindai dennan CamScanner




